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SALINAN

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR  48 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI  PEKALONGAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4
Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan, maka perlu
mengatur mengenai kedudukan, susunan organisasi,
tugas dan fungsi, serta tata kerja Kecamatan dan
Kelurahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Kecamatan dan Kelurahan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang
dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten
Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2757);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);
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5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang
Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II
Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Derah Tingkat II
Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten
Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Derah Tingkat II
Pekalongan, Kabupaten Derah Tingkat II Pekalongan
dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3381);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang
Kelurahan (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4588);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4826);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahaan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran
Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan
Nomor 56);
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
KECAMATAN DAN KELURAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten

Pekalongan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan

DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Kecamatan adalah Perangkat Daerah yang bersifat
kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi
kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat
sederhana dan intensitas tinggi di Kabupaten
Pekalongan.

7. Kelurahan adalah perangkat kecamatan yang dibentuk
untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas
Camat.

8. Camat adalah Kepala Kecamatan.
9. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
10. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang

menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan
hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu
organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya
didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan
tertentu serta bersifat mandiri.

11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan
jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga
ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi
dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.
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BAB II
KECAMATAN

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

(1) Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang
dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi
penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan
pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

(2) Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

(1) Susunan organisasi Kecamatan terdiri dari;
a. Camat;
b. Sekretariat, terdiri dari:

1. Sub Bagian Administrasi, Kepegawaian dan
Rumah Tangga;

2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
c. Seksi Tata Pemerintahan dan Pelayanan Umum;
d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
e. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan
di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

(3) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g,
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan
di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui
Sekretaris.

(4) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2, dipimpin
oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
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(5) Bagan organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok

Pasal 4

(1) Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan
yang meliputi :
a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
b. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan

pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat
Daerah di tingkat Kecamatan;

c. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan
sarana pelayanan umum;

d. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan
ketenteraman dan ketertiban umum;

e. mengoordinasikan penerapan dan penegakan
Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kesejahteraan
masyarakat di wilayah kerjanya;

g. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan
masyarakat, desa dan/atau kelurahan;

h. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan
Desa dan/atau Kelurahan;

i. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan
oleh unit kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten
yang ada di Kecamatan; dan

j. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh
peraturan perundang-undangan.

(2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Camat melaksanakan tugas yang
dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom, meliputi aspek:
a. perizinan;
b. rekomendasi;
c. koordinasi;
d. pembinaan;
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e. pengawasan;
f. fasilitasi;
g. penetapan;
h. penyelenggaraan; dan
i. kewenangan lain yang dilimpahkan.

(3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada
ayat  (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati
tersendiri.

Paragraf 1
Sekretariat

Pasal 5

(1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang
berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada
Camat.

(2) Sekretariat mempunyai tugas membantu Camat dalam
melaksanakan tugas umum pemerintahan, koordinasi
penyusunan rencana dan program, pengelolaan
keuangan, administrasi umum, rumah tangga dan
kepegawaian.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5, Sekretariat mempunyai fungsi:
a. pengelolaan administrasi kepegawaian dan pelayanan

administrasi kepada seluruh perangkat/aparatur
kecamatan;

b. pengelolaan surat-menyurat, ekspedisi, arsip,
perlengkapan, rumah tangga, perjalanan dinas dan
ketatalaksanaan;

c. pelaksanaan koordinasi, penyusunan rencana dan
program serta evaluasi dan pelaporan;

d. pengelolaan keuangan dan perbendaharaan; dan
e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

(1) Sekretariat terdiri dari :
a. Sub Bagian Administrasi, Kepegawaian dan Rumah

Tangga; dan
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b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Sekretaris.

Pasal 8

(1) Sub Bagian Administrasi, Kepegawaian dan Rumah
Tangga mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan
administrasi umum, rumah tangga, kepegawaian dan
rumah tangga.

(2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai
tugas melaksanakan penyusunan rencana, program
kerja, pengelolaan keuangan, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 2
Seksi

Pasal 9

(1) Seksi Tata Pemerintahan dan Pelayanan Umum
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan
di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui
Sekretaris.

(2) Seksi Tata Pemerintahan dan Pelayanan Umum
mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan
pengawasan, penyelenggaraan pemerintahan umum
dan desa/kelurahan, administrasi kependudukan,
pertanahan, pelayanan administrasi umum kepada
masyarakat baik perizinan dan non perizinan sesuai
peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris.

(2) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai
tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan,
penyelenggaraan ketertiban umum wilayah, penerapan
dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
serta perlindungan masyarakat.
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Pasal 11

(1) Seksi Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris.

(2) Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas
melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan
fasilitasi bantuan sosial, organisasi kemasyarakatan,
kepemudaan, keagamaan, pendidikan, keluarga
berencana, dan kesehatan masyarakat, serta pelayanan
terhadap korban tindak Kekerasan Dalam Rumah
Tangga (KDRT), dan perempuan dan anak, serta korban
bencana.

Pasal 12

(1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin
oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab kepada Camat melalui
Sekretaris.

(2) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai
tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan
pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan, bantuan
kepada desa, fasilitas umum, lingkungan hidup dan
perekonomian serta mendorong partisipasi masyarakat
dalam pembangunan.

BAB III
KELURAHAN

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 13

(1) Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang
dibentuk  untuk membantu atau melaksanakan
sebagian tugas Camat diwilayah kelurahan
bersangkutan.

(2) Kelurahan dipimpin oleh Kepala Kelurahan yang
disebut Lurah selaku perangkat Kecamatan dan
bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris.
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Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 14

(1) Susunan organisasi Kelurahan, terdiri dari;
a. Lurah;
b. Sekretariat;
c. Seksi Tata Pemerintahan, Ketentraman dan

Ketertiban Umum;
d. Seksi Kesejahteraan Rakyat; dan
e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat.

(2) Sekretariat Kelurahan dipimpin oleh seorang Sekretaris,
dan masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Lurah.

(3) Bagan organisasi Kelurahan sebagaimana tercantum
dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok

Pasal 15

Lurah mempunyai tugas membantu Camat dalam :
a. melaksanakan pelayanan masyarakat Kelurahan

bersangkutan;
b. melaksanakan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
c. memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
d. melaksanakan pelayanan kesejahteraan masyarakat

Kelurahan bersangkutan;
e. memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas

pelayanan umum;
f. melaksanakan pemberdayaan masyarakat;
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat;

dan
h. melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Paragrat 1
Sekretariat dan Seksi

Pasal 16

(1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Lurah.
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(2) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan
koordinasi, penyusunan program dan petunjuk teknis
penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan,
ketatausahaan, pelayanan administrasi kepegawaian,
keuangan, perlengkapan dan rumah tangga serta
memberikan pelayanan administrasi umum kepada
seluruh perangkat/aparatur Kelurahan.

Pasal 17

(1) Seksi Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban
Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Lurah melalui Sekretaris.

(2) Seksi Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban
Umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan,
pemantauan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan
administrasi umum, kependudukan dan catatan sipil,
melaksanakan pembinaan ketentraman, ketertiban dan
perlindungan masyarakat.

Pasal 18

(1) Seksi Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Lurah melalui Sekretaris.

(2) Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas
melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan
fasilitasi bantuan sosial, organisasi kemasyarakatan,
kepemudaan, keagamaan, pendidikan, keluarga
berencana, dan kesehatan masyarakat, serta pelayanan
terhadap korban tindak Kekerasan Dalam Rumah
Tangga (KDRT), dan perempuan dan anak, serta korban
bencana.

Pasal 19

(1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Lurah melalui Sekretaris.

(2) Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas
melaksanakan pembinaan, pemantauan kegiatan
pembangunan di bidang perekonomian, sarana dan
prasarana fisik lingkungan, mendorong partisipasi
masyarakat dalam perencanaan pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat serta evaluasi hasil
pelaksanaannya.
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BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 20

(1) Kecamatan dan Kelurahan dapat menetapkan jabatan
fungsional tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) termasuk dalam kelompok jabatan fungsional.

(3) Kelompok jabatan fungsional pada Kecamatan dipimpin
oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai Ketua
Kelompok dan bertanggung jawab kepada Camat
melalui Sekretaris.

(4) Kelompok jabatan fungsional pada Kelurahan dipimpin
oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai Ketua
Kelompok dan bertanggung jawab kepada Lurah melalui
Sekretaris.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan fungsional
diatur oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas Camat, Lurah dan pimpinan
unit organisasi serta kelompok jabatan fungsional wajib
menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, dan
sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing
maupun antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah
Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah
Daerah sesuai kedudukan, tugas, dan fungsi masing-
masing.

Pasal 22

(1) Setiap Camat, Lurah dan pimpinan unit organisasi
serta kelompok jabatan fungsional wajib mengawasi
bawahannya masing-masing dan bila terjadi
penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang
diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.
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(2) Setiap Camat, Lurah dan pimpinan unit organisasi
serta kelompok jabatan fungsional bertanggung jawab
memimpin, mengoordinasikan bawahannya masing-
masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi
pelaksanaan tugas bawahannya.

(3) Setiap Camat, Lurah dan pimpinan unit organisasi
serta kelompok jabatan fungsional wajib mengikuti dan
mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada
atasan masing-masing dan membuat laporan berkala
tepat pada waktunya.

(4) Setiap laporan yang diterima oleh Camat, Lurah dan
pimpinan unit organisasi serta kelompok jabatan
fungsional dari bawahan, wajib diolah dan
dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan
laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk
pada bawahan.

(5) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan masing-
masing sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tembusan
laporan wajib disampaikan kepada Perangkat Daerah
lain yang secara fungsional mempunyai hubungan
kerja.

(6) Dalam melaksanakan tugas setiap Camat, Lurah dan
pimpinan unit organisasi serta kelompok jabatan
fungsional dalam rangka pemberian bimbingan kepada
bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat
berkala.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

Ketentuan mengenai rincian uraian tugas Kecamatan dan
Kelurahan diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka
Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 48 Tahun 2011
tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan
dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan
Tahun 2011 Nomor 48), dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
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